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GUBERNUR GORONTALO 1;:' ,

" '

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2013,

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAH
PROVINSIGORONTALOTAHUN ANGGARAN2012

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

I ,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DRRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan; ~~~
; ,

b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 telah
dilakukan evaluasi,sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam

, I
I

Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 4686 Tahun 2013 serta

disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan I sebagaimana dimaksud

. ; I

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi

Gorontalo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

,
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12,Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

, ! I
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 ~omor 62, Tambahan Lembaran Negara

R~PUblikIndonesia; Nomor 3569)f .J



.,

•

i I

2. Undang-Undang Nomor 25 TahUl1 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (lembaran Negara RepUblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembarqn Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

I !

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahuh 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Repl,lblik Indonesia Nomor 4060);
, I I

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran :NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002

Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I

Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tatlun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun' 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
, '

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk

Inqonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo~esia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
"It

Antara ; Pemerintah Pusat ~an Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
l'

'"

Republik Indonesia iTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

I I

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun' 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Ral<'/at, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat ; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .

" .
2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia
Noh,or 5043);
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11. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
,

Re~ribusi Daerah :(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

N9mor 130), T~mbahan Lerrbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
, .'

12. undang-Undang NOmor 12 Tahu~ 2011 tentan;g Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
: I i

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
, ,

13. Peraturan Pemeriritah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
I '

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia'Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia:Nomor 4028); :

14. Peraturan Pemerilltah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
; : '

ProtokoJerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana teJah

beberapa kali diub~h dan terakhi(dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
I ' :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambah~mLembaran Negara RepubJikIndonesia

Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara RepubJik. Indonesia ~hun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'"Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Ndmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nqmor 4578);
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20. Peraturan Pemeriritah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

I I '

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585); :

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
, ' '

dan Pengawasan Penyelenggaraari Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Re~ublik Indonesia !ahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);,

22. Pe~aturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dar') Kinerja Instansi Pemerintah :(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
23. Peraturan Pemeri'1tah Nomor :3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
, ' I

Ket~rangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasl

LaRoran Penyelen~garaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

, I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik,
Indonesia Nomor 5107);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lem,baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

,
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
, I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Daerah ,Provinsi. Gorontalo Nomor J13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran D~erah Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
BeJanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Provinsi Gorbntalo Tahun 2011 Nomor 06);
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Rp. 933.169.935.457,83

Rp. 885.021.160.786,00I

"

Menetapkan:

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
, I

I ' I

Pendapatan dan Beianja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah ProvinsiGorontalo Tahun 2012 Nomor 03);

I ,

';.i Denga,nPersetujuan Bersama :,':,
, 'i,V

DEWANPERWAKILANRAKYAT DAEAAHPROVINSIGORONTALO
dan

GUBERNURGORONTALO

tMEMUTUSKAN':

PERATURANDAERAH,TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
i I

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHPROVINSI GORONTALO, .

TAHUN ANGGARAN~012.

Pasal1

(1) P~rtanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
I I

memuat: '

aJ Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
I ;
c. Laporan Arus Kas;
dj Catatan atas 4poran Keuang~n.

(2) Laporan keuanga,n sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilampiri
d~ngan laporan! keterangan ~ertanggungjaWaban Gubernur Tahun
Apggaran 2012 dan laporan keua,nganPT.Gorontalo Fitrah Mandiri serta

laporan keuangan.BLUDTaksi Mi~a Bahari.
Ii!

Pasal2 ,
, I

Lapodm Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

tahun.anggaran 2012 rebagai berikuti :
a. pendapatan' ,

b. Belanja

C. Pembiayaan:
L Penerimaan

2. Pengeluaran

"

5urplus/defisit

~embiayaan ne~o

5

Rp. 48.148.774.671,83

Rp.' 63.968.778.645,91

Rp. 11.000.000.000,00

Rp. 52.968.778.645,91



'-i.

Pasal3 !

Uraia~ laporan realisasi anggaran ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
I 1 I

sebagai berikut :! !

Rp. 919.648.971.498,20

Rp. 933.169.935.457,83

Rp. 13.520.963.959,63S~lisih lebihj(ku~ang)

d. Realisasi
!

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
I , ,

Rp 13.520.963.95Q,63 dengan rincian sebagai berikut :

a.:Anggaran pendClpatansebelum!perubahan Rp.913.401.827.019,20

b.iTambahan setelah APBDP Rp. 6.247.144.479,00

c. ,PendapatanDaerah Setelah

iTambahan APBOP

sejumlah

RP. 972.907.406.719,12

Rp. 885.021.160.786.00

Rp. (87.886.245.933,12)Selisih lebihj(kurang)
, '. ,

(2) S~lisih angga~an dengan realisasi belanja,

(Rp. 87.886.245.933,12) dengan ~inciansebagai berikut :

a. Anggaran belanja sebelum perubahan Rp. 938.401.827.019,20

b.:Tambahan setelah APBDP RP. 34.505.579.699,92

c. i Belanja Daerah ?etelah

Tambahan APBDP

d. i Realisasi

•

•
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplusjdefisit sejumlah

Rp. 101.407.209.892,75 dengan rlncian sebagai berikut :

a. ,surplusjdefisit setelah perubahan Rp. (53.258.435.220,92)
I !

b. Realisasi Rp. 48.148.774.671,83
; ,

Selisih lebihj(kurang) Rp. 101.407.209.892,75

sejumlah

Rp. 36.000.000.000,00

Rp. 11.000.000.0QO,00

Rp. (25.000.000.000,OO~Selisih lebihj(kurang)
I I
I

I 6

(4) S~lisih anggaran dengan realisasi' penerimaan pembiayaan

Rp. (25.289.656.575,01)dengan r,ncian sebagai berikut :
i

a. Anggaran penerj,maanpembiayaan
, I

I '

;setelah perubahan

b.IRealisasi
I

Rp. 89.258.435.220,00

Rp. 63.968.778.645.91,

Selisih lebihj(kurang) Rp.' (25.289.656.575,01)

(5) SJIiSih anggaran ;dengan realis~si pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. (25.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :, ' ,
, ,

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
I ; I

:setelah perubah~m :

b.i Realisasi:

, !



Pasal3

Rp. 919.648.971.498,20

Rp. 933.169.935.457,83

Rp. 13.520.963.959,63S~lisih lebihj(kur;ang)

,
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebag~i berikut : i
I t I

(1) SeliSih anggaran denga'n realisasi pendapatan sejumlah

R~ 13.520.963.95~,63 dengan rin~ian sebagai berikut :
a.;Ariggaran pendapatan sebelum:perubahan Rp. 913.401.827.019,20
i. i. I ' .

b.'Tambahan setelah APBDP' Rp. 6.247.144.479,00

c.1PendapatanDaerah Setelah
;

,TambahanAPBDP
I. I

d.!Realisasi i

RP. 972.907.406.719,12

Rp. 885.021.160.786,00

Rp. (87.886.245.933,12)
,

Selisih lebihj(kurang)
d. Realisasi

I

(2) Selisih anggar:an dengan: realisasi belanja sejumlah
! . i

(Rp. 87.886.245.933,12) dengan rincian sebagal berikut :
, ': J !

a. :Anggaran belan]a sebelum pen:Jbahan Rp. 938.401.827.019,20
b.Tambahan setelah APBDP RP. 34.505.579.699,92

c. Belanja Daerah Setelah
iTambahan APBDP

•

•

I '

(3) Selisih anggaran' dengan 'realisasi surplusjdefisit sejumlah

Rp. 101.407.209.892,75 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplusjdefisit setelah perubahan Rp. (53.258.435.220,92)

b. Realisasi Rp. 48.148.774.671,83

Selisih lebihj(kurang) Rp. 101.407.209.892,75
! .

Rp. 89.258.435.220,00

Rp. 63.968.778.645,91

Rp. (25.289.656.575,01)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi. penerimaan pembiayaan
,

Rp. (25.289.656.575,01) dengan rincian sebagai berikut :
a. ,Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan
b..Realisasi

Selisih lebihj(k~rang)

sejumJah

Rp. 36.000.000.000,00

Rp. 11.000.000.000,00

Rp. (25.000.000.000,OO~

(5) Selisih anggaran ,dengan realis~si pengeluaran pembiayaan, ,
, I

Rp. (25.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.~Anggaranpengeluaran pembiayaan

I . I

.setelah perubahan
, ', I

b.:ReaHsasi'

S~IiSihJebihj(ku~ang),
6

sejumlah

, i' 1



Gorontalo.

, ;

Pasal8I ,
Lampiran - lampiran s~bagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. rindian laporan reallsasi anggaran imenurut urusan pemerintahan daerah,
I '

organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
I I I

b. rekapitulasi realisasi anggaran' belanja daerah menurut urusan

pe~erintahan daera~, organisasi, program, dan kegiatan;

c. rekapitulasi realisasi anggaran b~lanja daerah untuk keselarasan dan
I , I

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;
I

d. daftar kegiatan-kegiatan yang bel4m diselesaikan sampai akhir tahun dan
I ', I '

dianggarkan kembalJdalam tahun anggaran berikutnya;

e. lapQranKeuangan PiT"Gorontalo Fitra Mandiri;
, , '

f. rincian piutang, persediaan dan hutang;
l I j

g. rincian aset. I

Pasal9

Guberrur Gorontalo i menetapkan I Peraturan Kepala Daerah tentang
I I

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
I

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pela~naan Anggaran:Pendapatandan Belanja Daerah.
Ii!

Pasal10
,

I I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, ""emerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

i

"1
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